SEKDA LAKUKAN INVENTARISASI ASET PEMKAB ASAHAN

e

Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Asahan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, John Hardi
Nasution menyatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi aset di lingkungan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan. Pernyataan ini disampaikan Sekda usai
mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan bersama Plt
Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah | KPK Edi Suryanto, Kasatgas Korsup
Wilayah | Maruli Tua, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian
ATR/BPN Hasan Basri Nata Menggala dan pejabat terkait lainnya di Kantor Gubernur
Sumatera Utara.

" Pemkab Asahan akan menginventarisasi aset yang dimiliki, agar aset yang dimiliki
tercatat dengan baik," sebut Sekda, Rabu (14/06) di Kantor Bupati Asahan. Sekda
menyebutkan Kabupaten Asahan selama ini bersinergi dengan instansi terkait untuk
pendataan aset yang dimiliki. Untuk itu kedepannya Pemkab Asahan akan melakukan hal
yang lebih baik dalam pendataan aset.

Terkait aset Pemda berupa tanah yang dikuasai pihak lain, Pemkab Asahan akan
berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengambil alih aset tersebut, dengan tetap
berpedoman pada peraturan yang berlaku. Rakor yang dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara
(Gubsu) Edy Rahmayadi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota
(Pemko) tentang pentingnya melakukan inventarisasi aset. Salah satunya dengan sertifikasi
aset, untuk menjaga dan mengamankan aset-aset milik Pemda, agar dapat
dipertanggungjawabkan aspek legalitas dan akuntabilitasnya.
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Gubsu berharap agar tanah yang dimiliki dan dikelola pemerintah, baik provinsi dan
kabupaten/kota dapat memenuhi prinsip 3T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, dan
Tertib Hukum. Gubsu juga menginformasikan, masih banyak aset pemda berupa tanah yang
dikuasai pihak lain, untuk itu dia berharap Pemda terus berkoordinasi dengan BPN
Kabupaten/Kota untuk segera mengambil alih aset tersebut, dengan tetap berpedoman pada
peraturan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. https://sumut.antaranews.com/berita/534306/sekda-lakukan-inventaris-aset-pemkab-
asahan, Rabu, 14 Juni 2023.

2. https://topmetro.news/173741/sekda-asahan-pemkab-inventarisasi-tanah-milik-
pemerintah/, Rabu, 14 Juni 2023.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020.

Pasal 1 angka 2, angka 25 dan angka 31
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan Barang Milik Negara/ Daerah.

31. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

(1) Pengelola Barang dapat melimpahkan kewenangan penetapan status Penggunaan atas
Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penetapan status
Penggunaan atas Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi
tertentu kepada Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 19 ayat (1)

(1) Barang Milik Negara:
a. pada Pengelola Barang; dan
b. yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang;
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dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu
tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Negara tersebut.

(1a) Penggunaan sementara Barang Milik Negara pada Pengelola Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui keputusan Pengelola Barang.

(1b)Penggunaan sementara Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
Pengelola Barang.

(2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna
Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik Daerah
tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati /
Walikota.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 1 angka 5 dan angka 7
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kepala Daerah
7. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
Pasal 296
(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengamanan fisik;
b. pengamanan administrasi; dan
c. pengamanan hukum.
Pasal 297
(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
(2) Penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola
Barang.
Pasal 299
(1) Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan antara lain:
a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
b. memasang tanda kepemilikan tanah; dan
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c. melakukan penjagaan.

(2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dan kondisi/letak tanah
yang bersangkutan

(3) Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:

a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti
kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

b. melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;

2. membuat kartu identitas barang;

3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima)
tahun serta melaporkan hasilnya; dan

4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.

(4) Pengamanan hukum dilakukan terhadap:

a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan

b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

Pasal 300

Pembangunan pagar batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf a belum

dapat dilakukan dikarenakan keterbatasan anggaran, maka pemasangan tanda letak tanah

dilakukan melalui pembangunan patok penanda batas tanah.

Pasal 301

Tanda kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) huruf b, dibuat

dengan ketentuan antara lain:

a. berbahan material yang tidak mudah rusak;

b. diberi tulisan tanda kepemilikan;

c. gambar lambang pemerintah daerah; dan

d. informasi lain yang dianggap perlu.

Pasal 302

(1) Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara:

a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara
lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka
Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera
mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada
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Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan,
Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat
tanah.

(2) Pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan
dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang
segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada
kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pasal 1 angka 14, angka 18

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan BMD.

18. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah
Daerah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah
Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber
daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Pasal 52

(1) Tahapan Inventarisasi BMD dilaksanakan terhadap objek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2).

(2) Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. Pelaporan hasil Inventarisasi; dan
d. tindak lanjut hasil Inventarisasi.
(3) Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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